BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi peran Inspektorat dalam
memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota

Kupang, disimpulkan bahawa:

1. Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Daerah Kota Kupang telah
melaksanakan tugasnya secara optimal, namun dalam pelaksanaan
program tahunan kadang mengalami kendala khususnya dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. Terdapat beberapa hambatan dalam Pelaksanaan tugasnya sehingga
program pengawasan tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dalam satu
tahun masa anggaran. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas

Inspektorat Daerah Kota Kupang antara lain:

a. Intervensi Anggaran

b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

c. Kapasitas Pengawasan

d. Adanya Inkoordinasi dan Ego Sektor Antara Perangkat Daerah

6.2 Saran
1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM atau tenaga pengawas yang sesuai
dengan kebutuhan Organisasi. Inspektorat Kota Kupang perlu membuat

analisis kebutuhan pegawai baik dari segi jumlah maupun kompetensi

yang dibutuhkan, kemudian berkoordinas i dengan BKD sebagai instansi
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yang berperan dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Inspektorat Daerah Kota Kupang harus lebih banyak koordinasi antar
lembaga atau perangakat daerah sehingga tidak terjadinnyaa inkoordinasi
antar perangakat daerah sehingga pelaksanaan peran Inspektorat tidak

terhambat.
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